BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI

Menimbang

Mengingat

APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI PESISIR SELATAN,
bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pemerintahan  daerah  yang  efektif, efisien,
berkeadilan, dan berorientasi pada peningkatan
kualitas pelayanan publik, perlu didukung oleh
Aparatur Sipil Negara yang profesional, berintegritas,
dan berkinerja tinggi, sehingga diperlukan kebijakan
tambahan penghasilan pegawai yang proporsional;
bahwa perkembangan dinamika tugas dan tanggung
jawab  Aparatur Sipil Negara, memerlukan
penyesuaian pengaturan Tambahan Penghasilan
Pegawai agar selaras dengan kondisi aktual dan
kemampuan keuangan Daerah;
bahwa Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2025
tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada
Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah sudah tidak
sesuai dengan perkembangan Aparatur Sipil Negara
dan pengelolaan keuangan daerah, sehingga perlu
dilakukan perubahan untuk memberikan kepastian
hukum dan tertib administrasi;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun
2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan
kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik



Menetapkan :

Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6970);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
63,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037)sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018
tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan
Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor
3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 242);
Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2025 tentang
Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai
Aparatur Sipil Negara Daerah

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2025
tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil
Negara Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025
Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1. Pasal 7 ayat (2) Dihapus.

2. Lampiran [ diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam

2



Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 2026
BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

Diundangkan di Painan

Pada tanggal 2026
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ZAINAL ARIFIN



